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PRESIDEN
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2003
TENTANG
PANAS BUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa panas bumi adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui,
berpotensi besar, yang dikuasai oleh negara dan mempunya peranan
penting sebagal salah satu sumber energi pilihan dalam keanekaragaman
energi nasional untuk menunjang pembangunan nasional yang
berkelanjutan demi terwujudnya kesejahteraan rakyat;

bahwa pemanfaatan panas bumi relatif ramah lingkungan, terutama karena
tidak memberikan kontribusi gas rumah kaca, sehingga perlu didorong dan
dipacu perwujudannya;

bahwa pemanfaatan panas bumi akan mengurangi ketergantungan terhadap
bahan bakar minyak sehingga dapat menghemat cadangan minyak bumi;
bahwa peraturan perundang-undangan yang sudah ada belum dapat
menampung kebutuhan perkembangan pengelolaan hulu sumber daya panas
bumi sehingga undang-undang tentang panas bumi ini dapat mendorong
kegiatan panas bumi bagi kelangsungan pemenuhan kebutuhan energi
nasional;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
huruf b, huruf ¢, dan huruf d, dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 33
ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 serta untuk memberikan landasan hukum bagi langkah-langkah
pembaruan dan penataan kembdi penyelenggaraan pengelolaan  dan
pemanfaatan sumber daya panas bumi, dipandang perlu membentuk Undang-
undang tentang Panas Bumi;

Mengingat ...



Mengingat

Menetapkan :

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-2-

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

UNDANG-UNDANG TENTANG PANAS BUMI.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1.

Panas Bumi adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air
panas, uap air, dan batuan bersama minera ikutan dan gas lainnya yang
secara genetik semuanya tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem Panas
Bumi dan untuk pemanfaatannya diperlukan proses penambangan.

Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan
usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang
didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, menjalankan jenis usaha tetap dan terus-menerus, bekerja dan
berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Survel Pendahuluan adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan, analisis
dan penygjian data yang berhubungan dengan informasi kondisi geologi,
geofisika, dan geokimia untuk memperkirakan letak dan adanya sumber

daya Panas Bumi serta Wilayah Kerja.

4. Eksplorasi ...
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Eksplorasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyelidikan geologi,
geofisika, geokimia, pengeboran uji, dan pengeboran sumur eksplorasi
yang bertujuan untuk memperoleh dan menambah informas kondis
geologi bawah permukaan guna menemukan dan mendapatkan perkiraan
potensi Panas Bumi.

Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan Panas
Bumi untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang
berkaitan untuk menentukan kelayakan usaha pertambangan Panas Bumi,
termasuk penyelidikan atau studi jumlah cadangan yang dapat
dieksploitasi.

Eksploitas adalah rangkaian kegiatan pada suatu wilayah kerja tertentu
yang meliputi pengeboran sumur pengembangan dan sumur reinjeks,
pembangunan fasilitas lapangan dan operasi produksi sumber daya Panas
Bumi.

Usaha Pertambangan Panas Bumi adalah usaha yang meliputi kegiatan
eksploras, studi kelayakan, dan eksploitasi.

Izin Usaha Pertambangan Panas Bumi, selanjutnya disebut 1UP, adalah
izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan Panas Bumi.

Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi, selanjutnya disebut Wilayah
Kerja, adalah wilayah yang ditetapkan dalam 1UP.

Wilayah Hukum Pertambangan Panas Bumi Indonesia adalah seluruh
wilayah daratan, perairan, dan landas kontinen Indonesia.

luran Tetap adalah iuran yang dibayarkan kepada negara sebagai imbalan
atas kesempatan eksploras, studi kelayakan, dan eksploitasi pada suatu
Wilayah Kerja.

luran Produks adalah iuran yang dibayarkan kepada negara atas hasil yang
diperoleh dari Usaha Pertambangan Panas Bumi.

Minera lkutan adalah bahan minera selain minyak dan gas bumi yang
ditemukan dalam fluida dan/atau dihasilkan dalam jumlah yang memadai
pada kegiatan pengusahaan Panas Bumi serta tidak memerlukan
penambangan dan produksi secara khusus sebagaimana diatur dalam

proses penambangan mineral lainnya.

14. Pemanfaatan ...
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Pemanfaatan Langsung adalah kegiatan usaha pemanfaatan energi dan/atau
fluida Panas Bumi untuk keperluan nonlistrik, baik untuk kepentingan
umum maupun untuk kepentingan sendiri.

Pemanfaatan Tidak Langsung untuk tenaga listrik adalah kegiatan usaha
pemanfaatan energi Panas Bumi untuk pembangkit tenaga listrik, baik
untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan sendiri.

Pemerintah adalah Pemerintah Pusat yang terdiri atas Presiden dan para
menteri yang merupakan perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang Panas Bumi.
Pemerintah Daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom
yang lain sebagai badan eksekutif daerah.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan kegiatan pertambangan Panas Bumi menganut asas manfaat,

efisiensi, keadilan, kebersamaan, optimas ekonomis dalam pemanfaatan sumber

daya, keterjangkauan, berkelanjutan, percaya dan mengandakan pada

kemampuan sendiri, keamanan dan keselamatan, kelestarian fungsi lingkungan

hidup, serta kepastian hukum.

Pasal 3

Penyel enggaraan kegiatan pertambangan Panas Bumi bertujuan:

a

mengendalikan pemanfaatan kegiatan pengusahaan Panas Bumi untuk
menunjang pembangunan yang berkelanjutan serta memberikan nilai
tambah secara keseluruhan; dan

meningkatkan pendapatan negara dan masyarakat untuk mendorong
pertumbuhan perekonomian nasiona demi peningkatan kesgjahteraan dan

kemakmuran rakyat.
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BAB IlI
PENGUASAAN PERTAMBANGAN PANAS BUMI

Pasal 4
Panas Bumi sebagai sumber daya alam yang terkandung di dalam Wilayah
Hukum Pertambangan Panas Bumi Indonesia merupakan kekayaan
nasional, yang dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat.
Penguasaan Pertambangan Panas Bumi oleh negara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
Semua data dan informasi yang diperoleh sesuai dengan ketentuan dalam
IUP merupakan data milik negara dan pengaturan pemanfaatannya
dilakukan oleh Pemerintah.

BAB IV
KEWENANGAN PENGELOLAAN
PERTAMBANGAN PANAS BUMI

Bagian Kesatu

Kewenangan Pemerintah

Pasal 5

Kewenangan Pemerintah dalam pengelolaan pertambangan Panas Bumi

meliputi:

a  pembuatan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan Panas
Bumi;

b.  pembuatan kebijakan nasional;

c. pembinaan pengusahaan dan pengawasan pertambangan Panas Bumi pada
wilayah lintas proving;

d. pemberian izin dan pengawasan pertambangan Panas Bumi pada wilayah
lintas provingi;

e. pengelolaan informasi geologi dan potensi Panas Bumi;

inventarisas dan penyusunan neraca sumber daya dan cadangan Panas
Bumi nasional.

Bagian ...



